
a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Unda.ng-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada 
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi 
sumber pendapatan asli daerah ; 

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan Daerah yang penting guna 
mernbiayai penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk 
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab ; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. ESA 
BUPATI NIAS, 

PERATURAN DAERAH KABUP ATEN NIAS 
NOMOR 7 TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI JZIN BONGKAR MUAT BARANG 

SERI: C NOMOR : 29 TAHUN 2002 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN NIAS 
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dan Pengawasan atas 
Pemerintahan Daerah 

tentang Pernbinaan 
Penyelenggaraan 

6. Undang-undang Nemer 25 Tahun 1999 tenrang 
Perimbanzan Keuanzan antara Pernerintah Pusat 
clan Dae;Jh (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Ta~bahan Lembaran Negara Nornor 
3848) ; 

7. Peraruran Pe:nerintah Nornor 27 Tahun 1983 
tentanz Pelaksanaan Kitab Undang-undang 
Huku~ Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3'.:58) ; 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 1985 
tentanz Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomo; 37, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 
"''19"'). J ... j • 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 1985 
tentanz Kewenangan Penyidikan terhadap 
Pelan!!-szaran Latu Limas dan Angkutan Jalan 
Raya (Lembarnn \'egara Tahun 1935 Nornor 54, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3304); 

10. Peraturan Pemerinrah Nomor 43 Tahun 1993 
tentanz Prasarana dan Lalu Limas Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Nornor 3529); 

11. Peraruran Pernerintah Nomor 20 Tahun 1997 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nemer 55, Tambahan Lernbaran 
Negara Nornor 3692); 

12. Pe;;turan Pemerimah Nomor 25 Tahun '.2000 
ten tang Kewenanzan Pemerimah dan 
Kewe;an2an Prooinsi sebacai Daerah Otonom 
(Lernbaran Negara Tahun - 2000 Nomor 54, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 3952) ; 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2001 

' 

i-: . . 
f 

. 
f 
' 

' 

2 

\ 
' ,,· 

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1092); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran · Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3209) ; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nornor 75, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3486) ; 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana 
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4048) ; 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tent:111~ 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahon 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b di atas, rnaka 
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Nias tentang Retribusi Izin Bongkar Muat 
Barang ; 
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Dalam Peraturan Daerah iru yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Nias ; 
b. Pemeriniah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ; 
c. K~pala Daerah adalah Bupati Nias ; . 
d. Dmas ad~lah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ; 
e. Kepala Dmas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ; 
f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ; 
g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah 

B~ndaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
.( Nias; 

~f h. Retribu~i a_d~lah pungutan Daerah sebagai pernbayaran atas jasa atau 
· t pembenan izm bongkar muat barang di jalan ; 

1. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa 
pelayanan pemberian izin bongkar muat barang ; 

J. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk 
melakukan pemungutan retribusi · · · 

k. Izin adalah Izin tertulis yang d1iberikan oleh Kepala Daerah kepada 
orang at~u b~dan ya~~. melaku~an bongkar muat barang di jalan ; 

I. J~lan adalah jalan milik Pemenntah Kabupaten dan Propinsi yang telah 
diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah · · 

m. Kendaraanj~ni~ pick up adalah kendaraan bennotor beroda 4 (empat); 
n. Kendaraan jerus truck ukuran sedasg adalah kendaraan bennotor 

beroda 6 ( enam) ; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan 

Dengan cersetuiuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS 

'MEMUTUSKAN : 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS 
TENT ANG RETRIBUSI IZJN BONGKAR MUAT 
BARANG. 

{Lembaran Negara Tahun 200l Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Nezara Nomor 4090): 

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
ten tang T eknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan 
Pernerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemunzutan Retribusi Daerah ; 

17. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nemer 175 
Tahun 1997 tentang Tata Cara Perneriksaan di 
Bidanz Retribusi Daerah ; 

18. Keout~san 01·[enteri Dalam Negeri Nomor 43 . 
T ahun 1999 tentang sistern dan Prosedur 
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Penerimaan Lain-lain ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nemer 8 
Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 
penyidikan terhadap 'pelanggaran Peraturan 
Daerah yang . me~uat ket~nruan Pidan) 
(Lembaran Daeran Kaoupaten N1as Tahun 199.., 
Nomor 14): 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 
Tahun '200 l tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias 
(Lembaran Daerah Kabuperen Nias Tahun 200 I 
Nemer l n: 
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BAB IV 
KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal 7 
s.etia.~ pemilik kendaraan yang melakukan bongkar muat barang di jalan 
d1waJ1bkan untuk memperoleh izin dari Kepala Daerah. ' 

BAB ID 
GOLONGAN RETRIBUSI 

PasaJ 6 
Retribusi Izin Bongar Muat Barang terrnasuk Golongan R t ib . p . . Tertentu. e n usi enzman 

PasaJ 5 
Wajib ~~triousi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 
Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang 
mendapatkan atau memperoleh jasa pelayanan pemberian izin bongkar 
1I1Uat barang. 

~- 

PasaJ 3 
Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin bongkar muat 
barang, , 

BAB II 
NAMA, OBYEK. SUBYEK DAN 

WAJIB RETRIBUSI 
PasaJ 2 

Dcngan. na~.a Retribusi Izin Bongkar Muat Barang dipungut retribusi atas 
pembenan izin bongkar muat barang. . 

6 i- f.,, 

L
,, 

. 

. 

t. 

S. 

r. 

o. Kendaraan jenis truck ukuran besar adalah kendaraan bermotor beroda 
8 (delapan) ke atas ; 

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD ad:ih-ih 
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi 
yang terhutang ; 

q. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adaleh 
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk rnelakukan 
pembayaran atau penyetorari retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain 
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ; 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat 
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jurnlah ~- 
retribusi yang terhutang, jurnlah kredit retribusi, jumlah kekurangan } 
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Jt- ·, .. 
retribusi yang masih harus dibayar ; 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar T ambahan ,. :~· 
selanjutnya disebut SKRD.KBT adalah Surat Keputusan yang \~ 
menentukan tambahan atas jurnlah retribusi yang telah ditetapkan ; } 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat ;:- 
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan .r 

pernbayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari 
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ; 

u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah .· 
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda; · 

v, Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnencari, 
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan , 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di · 
bidang Retribusi ; 

w. Penyidikan tindak pidana di bi<lang Retribusi adalah serangkaian . 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang 
selari.jutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di· bidang 
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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BAB VII. 
TA TA CARA PEMUNGUTAN 

{: Pasal 16 

J:' Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
f; 
J: 
w Ii 

.BAB VI 
WILAYAIT PEMUNGUTAN 

PasaJ 15 

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias. 

( l) Setiap orang dan atau badan h ku 
d k Izi · u m yang memperoleh atau pen apat an m Bongkar Muat Barang dikenakan Retrib . 

(2) i::~t dan besarnya tarif Retribusi adalah ditetap~:~ sebagai 

a. I enis pick up .. .. . . . .. .. .. .. . Rp 
b. Jeru.·s truck ukuran sedang .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. Rp 25.000.-/bulan 

J 50.000.-/bulan c. ems truck_ ukuran besar .. .. .. .. . . . . . . . Rp u k p 75.000.-/bulan 
~tu enerbitan Surat Izin dikenakan biaya sebesar Rp 10. 000. - /tmvulan 

Pasal 14 

Pasall3 , 

Prinsip P:n~~apan Tarif Retribusi Izin Bongkar Muat Barang adal~h urrtuk 

P
meemngbg~nt1 . ~ayba pengendalian, pembinaan dan pengawasana dalam rangka 

enan rzm ongkar muat barang, 

Pasal 12 
Cara mengukur tingkat pen · . . 
Barang adalah di k b d ggun~ jasa Retnbusi lzin Bongar Muat 
pembcrian lzin B~~g;ar ~u::~:;;n;1aya penyediaan jasa untuk pelayanan 

BABY 
KETENTUAN RETRIBUSI 

Pasal 11 

Surat Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak Iain. 

(1) Jangka .waktu berlakunya izin adalah ditetapkan selama 3 (tiga) buhn 
dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk itu. 

(2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat. (1), 
Pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada 
Kepala Daerah selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari sebelum 
masa izin berakhir. a 

(3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih If; 
Ianjut dengan Keputusan Kepala Daerah. :i;; 

/ 

Pasal 10 

Pasal 9 

( l ) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 8 dengan memberikan pernberitahuan dalam jangka waktu 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya 
permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan , sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. , 

(I) Untuk memperoleh izin sebagaimana dirnaksud pada Pasal 7, setiap 
orang dan atau badan pemilik kendaraan harus mengajukan 
permohonan tertulis kepada Kepala Daerah. 

(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Janjut dengan Keputusan Kepala 
Daerah. 

Pasal 8 
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BAB XI 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 23- 
(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 

. pembebasan Retribusi. 
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 

· Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 

(I) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus 
melunasi Retribusinya yang terutang. 
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dikeluarkan oleh Kepala Dinas. 

BABX 
TtTA CARA PENAGIHAN 

Pasal 22 

BAB IX 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 21 
Dalam ha: Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % 
(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak 
atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan 
Retribusi Daerah. 

dalam P asal 21 ciiberika.q 
b · dimaksud Pembayaran retribusi se aga1mana 

tanda bukti pembayaran. 

Pasal 20 

Pasal 19 
- . . dil kukan secara tunai/lunas sekaligu_s.. . [; 

( l) Pembayaran Retnbus1 ha~s t a an dihunjuk dapat memben mn ~ 
(2) Kepala Daerah at~u ~eJabat y g Retribusi terutang dalaa t 

kepada Wajib Retnbust untuk mengangsur lasan yang dapat : .; 
. ka waktu tertentu dengan a . Jang . . . 
dipertanggungiawabkan. ib . bagaimana dimaksud pada ayat (2) ·• J, 

(3) Tata cara pembayaran Retn us se l Daerah 
ditetapkan lebih Janjut dengan Keputusan Kepa a . 

Pasal 18 
. . . . di Kas Daerah atau di tempat lain 

~ 1) Pembayaran Retnbus1 d1la~kan 1 D rah sesuai dengan waktu yang 
yang yang ditentukan oleh Kepa a ae 
ditentukan dalam SKRD. ·1 kukan di tempat lain yang ditu_njuk, maka 

(2) Dalam hal pembayaran di a d" t ke Kas Daerah selambat· . R t ib si harus ise or hasil penenmaan e n u 
lambatnya l x 24 jam. ib . dil kukan setelah lewat waktu yang. (2) 

(3) Apabila pembayar~n Retn. us1ks~: ada ayat (l), maka dikenakan •. 
ditentukan sebaga1mana dima p b 2°.lc ( dua persen) dengan ~ 
sanksi administrasi berupa bunga se esar o t (3) 
menerbitkan STRD. "· 

'i- ,:, 

BABVID 
TATA CARA PEMBA y ARAN 

Pasal 17 
k SK.RD . · rn dokumcn lain 

1) Retribusi dipungut dengan mengguna tan ,. " . 
yang dipersamakan. . . , dimaht..l Jalam Pasal 14 1 

2) Hasil pungutan Retribus1 sebagaimana 
disetor oleh BKP ke Kas Daerah. 
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Pasal 27 

(1 J Dalam ha! kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah 
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 
diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi. 

{2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling Iambat 2 ( dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(l) Wajib Retribusi dapal menuajubn permnhoMn hb~r~Ja.n abs ~u.n_n 
dan STRD. 

(2) Pennohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus - 
disampaikan secara tertulis Kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang 
dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD. 
Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran. 
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat 
(1) hams diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk 
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat 
keberatan diteri.ma. · 

BABXII 
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, 

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI 
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN 

Pasal 24 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKR? :{J 
dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tuhs, J 
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan '.f 
perundang-undangan Retribusi ?aerah. :~ 

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan ~tau·'. 
penghapusan sanksi .administrasi be~pa bunga. dan kena1kanf 
Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena} 
kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya. :·. 

(3) Wajib Retribusi dapat mengeiokan ~ermohonan pengurangan atau?~ 
pembatalan Ketetapan Retribusi ya?g tidak ~enar. . . ;~ 

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1\~ 
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan . sanksi 1! 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (~) =. pembatalan ·! 
sebagaimana dimaksud ·pada ayat (3) harus disarnpaikan s~cara i 
tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daer~ a~au Pejabat ;\ 
yang dihunjuk paling Jama 30 · (tiga ~uluh) han sejak .' tanggal J 
diterima SKRD dan STRD dengan membenkan alasan yang jelas dan , 
meyakinkan untuk mendukung permo~onanny~. , ~ 

( 5) Keputusan atas permohonan sebagatmana dimaksud pad~ ay at ~ 4) : 
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Peja~at .,ang dihunjuk paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan ?1tenma: . 

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebag~1ma~a d11:1aksud pada ~yat 
(5) Kepala Daerah atau Pejab.at yang dihunjuk !1dak membenkan 
Keputusan, maka permohonan dirnaksud dianggap dtkabulkan. ·· 

BABXill 
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERA TAN 

Pasal 25 

BAB XIV 
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN 

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Pasal 26 

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada - 
Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan 
pernbayaran Retribusi. 

:· (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), atas 
kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan 
terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga oleh Kepala Daerah. 

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak 
atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan 
pembayaran Retribusi selanjutnya. 
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(1 _l "eiabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
. ,aaah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
pc-nyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku. 
\\'ewcnar:g Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
" menerirna mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

lapc,ran berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
i ft{;rangan aiau lapornn f®rn~bYt m~njE}gj lebih Jengk~p dim 

jelas; · · 
b. meneliti, mencari da11 rnengumpuikan keterangan mengenai 

o:ang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dtlakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; 

BAB XIX 
PEJ\t'IDIKAN 

Pasal 33 

BAB XVIIl 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 32 

( I) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana 
diarur dalam Piraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan 
sc:lam.i-Jamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 
(empai) kali retribusi terutang. 

{~) Tindak p;da11a sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah 
pelanggaran. 

Pasal 31 

:,etiap orang dan atau badan dilarang melakukan bongkar muat barang di 
jalan. sebcium memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah. 

BAB XVII 
KETENTUAN LARANGAN 

~- .. 

(2) 

BAB XVI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 

RETRIBUSI YANG KADALU\VARSA 

Pasal 30 

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih l~gi ka_rena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. . 
Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghap_usan Piutang 
Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l). 

(I) 

2) 

BAB XV 
KADALUW ARSA 

Pasal 29 

Pena ihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui j~ng~a wakt~ 
IO (s~puluh) tahun terhitung sejak saat terutangn~a. retribusi, _kec~ah 

bil Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 
ia:~l~warsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( J ), tertangguh apabila : . . 

Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat.Paks~.' atau . . 
~: Ada . pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

Jangsung maupun tidak langsung. 

I) 

2) 

Pasal 28 
Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pa_sal 26 ~ila~ukau 
dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Ret~bus1: 
Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam. Pasa! 27, diterbitkan 
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran. 

I) 

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 
Jewat waktu 2 ( dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala 
Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. 

3) 
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BINAHATI B. BAEHA 

D to 

BUP A TI NIAS, 

Disahkan di Gunungsitoli 
pada tanggal 26 J u 1 i 2002 

Pasal 38 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaa. 

igar set!a? orang mcn~eta.huinya, memerintahl:an pengundangan Peraturan 
aerah uu dengan penempatannya dalarn Le_ mbaran Daerah Kabupaten 

Nias. 

r : ,, 
•:'. 

BAB XXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 37 

Hc.J. ha! ~ang b,elum cukup ~iatur da_lam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengena1 pelaksamannya, diatur Iebih lanjut denzan Keputusan Kepala 
Daerah. - · 

Pasal 36 
i•. . Dnas Pendapatan K«bupaten 1'_1 11'as rnerupakan k di ... 
~ J\ .oor mater pemun_m,tan. { · Retribusi Daerah. ",U 

Pasal 35 
Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan Kepala Dinas 
Perhubungan Kabupaten Nias 

:,· 

?.. 
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Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan ·! 
Kabupaterr Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di ~ •. 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

BAB XX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 34 

d. · memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
· lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; 

f merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang rneninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen .yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e ; 

h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
Retribusi; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 

J. menghentikan penyidikan ; 
k. rnelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang 
bertanggung jawab ; 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberirahukan 
dirnulainya penyidikan dan menyampaikan hasi! penyidikannya 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Palisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang 
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
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Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan 
sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa 
penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan · lain-lain, harus 
ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan 
Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang. 
Berdasarkan ketenruan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-undang Nemer 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mernpunyai muatan 
pernbebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut 
dapat mcmberikan beban yang adil. 
Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 
dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain 
berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu 
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
Daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan dernikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

' 
!· 

U!vIUlVI 

PENJELAS.-\:\ 
AT.-\S 

PER~ TURA!'i DAERAH KABliPATEl\ NL~S 

NOMOR i T.-\HUN 2002 
TINTANG 

RETRIBVSI IZI!'i BONGKAR MUAT BAR.\NG 
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HUN ..,00') 't\:Qt\10R 29 
i,,.· DA ERAH KABLTPATE~ Nl:\S TA •J - - • 

LE\tBARA.'., ·"' 

FAUDUZlSOCRl TELAUMBANUA 
- 

~ 'RETARlS DAER.\H K.\BUPATEN NlAS. 

, ~~-0 

D. . danokan di Gunungsitoli run :::, ')oo, 
pada tanggal 20 September z: - 
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Cukup jelas :t 
\. 

·t-· " 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukupjelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Cukup jelas 
\Pasal 15 

Cukup jelas 
t: Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 17 

Cukup jelas 
Pasal 18 

Cukup jelas 
Pasal I 9 

Cukup jelas 
t Pasal 20 

,..~ ! ,._.,. 
1v:t ·pasa1 12 

t 1. Cukup jelas 
I 

Cukup jelas 

Cukup jelas 
f: Pasal 11 

Pasal 7 
Cukup jelas 

i··: Pasal 8 
.{ Cukup jelas 

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nornor _;-1 Tahun ~000 temang 
Perubahan atas Undang-undang Nemer . 13 Tabun J 997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi 
peluang dalam menggali potensi surnbcr-sumbcr keuangannya dengan 
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memcnuhi krireria yang telah 
diterapkan dan sesuai dengan aspirasi rnasyarakai 
Bahwa dengan semakin rneningkatnya jumlah kendaraan angkuran barang 
yang melakukan bongkar muat barang di jalan. maka untuk menghindar 
gangguan perlu dilakukan pengawasan dan pencniban kendaraan yang . 
melakukan bongkar muat barang. Jasa pelayanan yang diberikan oleh 
Pernerintah Daerah atas pengawasan, pengendalaian dan penertiban · 
tersebut, dapat dipungut Retribusi yang menjadi salah satu sumber . 
pendapatan asli daerah, yang rnerupakan sumber utama yang potensial _; 
dalam mendukung keberhasilan perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah ; 
di Kabupaten Nias. 

PASAL DEiVIl PASAL 
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~- 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAlf KABUPATEN J\TJAS NOMOR 64 

Pasal 3~ 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38 
Cukup jelas 

., 
j· 
,· ,. . 

J 

i' 
i,' ·, ,' 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
· Cukup jelas 

Pasal 23 
Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 


